PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL
2021

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021

bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi
birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, maka perlu
menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi;
sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh  tim  yang
dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai
dengan ketentuan  teknis yang diperlukan; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal
tentang Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun
2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 270); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220); Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-
2024; Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21



CATATAN

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1334/0RT.04-Kpt/05/KPU/1X/2019 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/0ORT.04-
Kpt/05/KPU/XI11/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/1/2021 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kendal Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 6/HK.03.1-

Kpt/3324/KPU-Kab/1/2021 diatur tentang :

Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kendal Tahun 2021 yang betujuan untuk:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

2. Semua unsur berkewajiban bertanggungjawab untuk melaksanakan
rencana aksi secara koordinatif dan bertanggungjawab;

3. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal yang profesional dengan berkarakteristik,
berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral,
dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara;

4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen
sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kendal.

- Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini berlaku sejak tanggal 11 Januari
2021.
- Lampiran 5 (lima) halaman.



